
l. Undang-Undang Xomor 14 Tahun 1950 sentang Pembentukan 
Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propmsr DJaw,1. 
Ba.rat IBerita Negara Tahun 1950). 

\~engingat 

emmbang · a. bahwa sesuai keteotuan Larnpiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2013 renrang ?cdoman Penvusunan 
APBO Tahun Anggaran 2014 pada Romawi V angka 25. bahwa 
Program dan Kegiatan yang dibiayai dan dana transfer dan 
suclah jelas peruntukannya seperti Dana Darur-at, Da.-lA 
Bcnca,na Alam. DAI< dan Bantuan Keuangan yang bersifar 
khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam kc.ads.an darurat 
dan/atau mendesak lainn_ya, yang belwn cukup tersedia 
danj'atau belum dianggarkan dalam APBD. dapat dilakeanakan 
mendahului penetapan Peraruran Daerah tentang Perubaha.n 
APBD dengan cara menetapkan Peraruran Kepala Oacrah 
tentang Perubahan Pcnjabaran A?SD dan mcmberitahul..--ar. 
kepada Pimpinan DPRD. 

b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang 
bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Prcvinai .Jawa 
Barat yang bdum teranggark.an dalam :\PBD Kabupaten Bekas1 
Tahun Anggaran 2014, maka untu.k melaksaaakan progr-an• 
dan kegiatan tersebut perlu dJ.tindaklanjuu melalut per-abahan 
Peraturan Bupat.i Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 0?.erah Kabupaten a~;:asi 
Tahun Anggaran 2014: 

c. bahwa atas dasar pernmbangan ecbagaimene dunaksud pada 
huruf .a dan huruf b di atas. maka Perubahan Peraruran Bupau 
Bckasi Nomor 2 Tahun 20i4 tentang Pcnjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang'.garan 2014 rersebur 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupau. 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI Bli:KASI NOMOR 2 
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 13 ~ l!01f· 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

TENT ANG 



1 

~ l1.ndan~ Ln~ So:nor :!8, Tabun 1999 ternane 
?cn_rd,roggarv.n ~cgara yang Bersch dan Bebas da.n Korupsi. 
Kofu~ aan xepousme {l.cmbaran l'iegars Republlk: !r.doncsJa 
•atun l ~9 ~on!cr 75, Tambahan Lembaran xegara Rcpubbk 
Indonesia xcmor 385 lJ; 

3 Und.ang-t'.ndang Nomor 17 Tahun 2003 Lentang Kcuangan 
Negara [Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tohun 2003 
Nomor 47, Tambahen Lembaran Negara Republik lndone.slil 
:Somor 4286); 

4. Undang-Undang Noroor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara flembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2004 
Nomor 5~ Tambahan Lembaran Negara Repcb.ik Indonesia 
Nomor- 4355)~ 

S. Undang-Undang )Jomor 15 Tahun 2004 tentar.g Pemenksaan 
Pengefotaan dan 1'anggungjawab Keuangan Negara fl.cmbaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400/; 

6. Undang-Unda.ng Nomor 32 Tahun 2004 tenrang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 200.1 
Nomor 125. Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namer 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor j2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-L'ndang Nomor 32 Tahun 200, 
tentang Pemerintahan Daerah tLcmbaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran :'iegara 
Republik Indonesia Nomor 484-.): 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembc.ntuk= 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran :Scgara Republok 
Indonesia Tahu.n 2011 Nomor 82. Tambahan Lerobaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52-34); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan .Daerah [Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara.n 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 4578t; 

9. Peraturan Menteri Dalam Nege-ri xomor 13 Tahua 2006 tcntang 
Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tdah 
beberapa kali diubah. tcrakhir dengan Peraturan Maneri 
DaJam Negeri xomor 21 Tahun 2011 tentang Perubehan Kedua 
Atas Peraturao Merueri Dalam ~egeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoma.n Pengdolaan Keuangan Daerah: 

10.Perai:uran Menteri Dal.am Negeri Nomor 27 Tahun 201:) tentang 
Pedornan Penyusunan Anggatan Pend.apatan dan .BC'la.nja 
Daerah Tahun Anggamn 2014~ 

11.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 1 Tahun 2014 ;emang 
Pembentukan Produk Hukutn Oaerah (Serita Negara Republ!k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor- 694): 

12. Peraturan Daerah Kabuparen Bekaai Nomor l Tahun 2007 
tcntang Pokok-Pokok Pengelolnan Kcuangan Daerah [Lemberan 
Dacrah Kaoupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor u. 

13. Pcraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahur; 2009 
ten tang Organisasi Pe.rangkat Daerah Pemerinrah 
Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapci<ah d1ubah 
terakhir dcngan Peraturan Daerah Kabupatcn Bekasi Nemer 8 
Tahun 2012 tenrang Perubaban Kedua Atas Peraruran Daerah 
Kab.,paten Bekasi )lomor 7 Tahu.n 2009 tentang OrganisasJ 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Bekasi Tahun 
2012 Nomor 8): 



' 

Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran tahun 
Berkenaan Rp. 

524.309.917.102.00 Rp. Pernbiayaan Netto 

3. Pernbiayaan Daer-ah : 
a. Penerimaan Rp, 524.309.917.!02,00 
b. Pengeluaran Rp. 

I. Pendapatan Daerah R;, 3.525.454.780.546.00 2. Belanja Daerah Rp 4.049. 7()4 .697 .6~8.00 
H Surplus/ [Defisit] Rp. (524.309.917.102.00) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer.ab Kabupa.ten Bekasi Tahun Anggaran 
2014 sejumlah Rp 4.049.764.697.648,00 [empat rrilyun ernpat puluh sembilan 
milyar tujuh ratus. enarn puluh empat juta enam rarus setebilan puhlh tt.ijub 
nbu enam rarus ernpat putuh delapan rupiahl, dengan nncian sebagru: beriJ..-ut · 

Pas.al 1 

-": Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasr 
Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 3.752.634.492.846,00 (n_~a trdyun tujuh 
ratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta empas ratus 
sembilan puluh dua ribu delapan rarus ernpat puluh cnam rupiah), cbubah 
sehingga harus dibaca sebagai bertkut : 

3eberapa kerenruan dalam Peraturan Bupali Bekas: Nomor 2 "i'ahun 20 .. .J. 
sebagafmana telah diubab dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 T.iliun 201.: 
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah Kabupaten Bekass 
ahun 2014 Nemer 8) diubah sebagai berikut : 

Pas~! I 

Jenetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURA:-. BUPATI BEKASI NOMOR 2 
TAHUN 2014 TE1''TANG PENJABARA:: A:'IGGARAN PENDAP~TAX 
DAN BELANJA DAE RAH TA HUN ANGGARA."12014 

MEMUTUSKA..'i : 

t.i ~ Ot\C'rah Kabupatcn B.:kas1 Xomcr 1 '!ahun 20 t..:. 
teruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
~ 2014 (Lembaran Daerah Kabupatcn Bekasr 
Tahun 2014 Nomor It: 

L5. Peraturan Bupati Bekasr Nomo.r 2 Tahuo '2014 tent.ang 
Penjabaran Anggaran P-endapatao dan Bclanja t?acrah Tahun 
Anggaran 2014 (Serita Daerah Kabupatcn Bekas, Tabun 2014 
Nomor U; 

J6.Pcraturan Bupati Be-kasi Nemer 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 'l'ahun 20 l4 teruang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nomor 11: 



- 

.-1- BUPATI B&KASt4 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 9 »-1 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perauiran Bupati 
mi, dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bu pati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal lJ 

C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupali Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 
tcntang Penjabaran. APBO Kabupaten Bekas, ·rabun A.ngga..r-an 2014 da.n 
Peratura.n Bupati Beka.si Nomor 8 Tahun 2014 temang Perubahan Peraruran 
Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 rentang Pcnjabaran APBD Kabupatcn 
Bekasi Tahun Anggaran 2014, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati 
ini dinyat.akan tetap berlaku. 

B. Kctcnruan Lampiran I dan Lampiran U diubah .schmgga harus dibaca 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 


